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Analisis situasi
Ahsi #1

Identifikasi sebaran stunting
ketersediaan program
kendala dalam pelaksanaan
integrasi intervensi gizi

Penanggung jawab
pelaksanaan Analisis Situasi adalah
Bappeda. Dalom pelaksanaannya,

Bappeda membentuk tim yang
melibatkan OPD-OPD yang
bertanggung jawab dalom kegiatan
intervensi gizi spesifik dan sensitif. Bagi
kabupaten/kota yang telah memiliki
Tim Teknis RAD-PG dapat
memanfaatkan tim tersebut sebagai
pelaksana analisis situasi. Dalom
melaksanakan analisis situasi, tim juga
dapat melibatkan pemangku
kepentingan lain sesuai kebutuhan

Ruang Lingkup

Jadwal:

Idealnya Anadlisis Situasi dilakukan pada bulan
Januari sampai dengan Februari tahun
berjalan, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan
untuk proses perencanaan dan penganggaran
tahunan daerah tahun berjalan dan/atau satu
tahun mendatang




Ah" #2 Dokumen perencanaan yang
Pencnggqng lcu.mb o direviu meliputi:
OPD terkait dan dikoordinir oleh
Bq eda. 1. RPJMD
beI!o " a tim yang sama dengan tim 2 Renstra OPD
u_p my .g h 9 ! 3. RAD-PG ataupun rencana strategis
teknis Analisis Situasi atau beberapa ‘tematik’ yang relevan dengan percepatan
anggotanya berasal dari tim teknis penurunan stunting

Analisis Situasi.

Tahapan Pelahsanaan
Jadwal Bulan Februari

Penyusunan Rencana Kegiatan meliputi
tahapan sebagai berikut:

Penyusunan prioritas hegiatan
dilakukan dengan
mempertimbangkan antara lain: 1.
Tahapan pelaksanaan kegiatan
(kegiatan mana yang harus
terlaksana terlebih dahulu sebelum
kegiatan yang lain) 2. Ketersediaan
pendanaan dalom tahun berjalan
dan satu tahun anggaran berikutnya.




Rembuk $tunting

Aksi #3
Menyelenggarakan Rembuk Stunting
tingkat Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota secara bersama-
sama akan melakukan konfirmarsi, sinkronisasi,
dan sinergisme hasil Analisis Situasi dan
rancangan Rencana Kegiatan dari OPD
penanggung jawab layanan di kabupaten/kota
dengan hasil perencanaan partisipatif
masyarakat yang dilaksanakan melalui
Musrenbang kecamatan dan desa dalam upaya
penurunan stunting di lokasi fokus.

1.

Komitmen penurunan stunting yang
ditandatangani oleh Bupati/Walikota,
perwakilan DPRD, kepala desa, pimpinan OPD
dan perwakilan sektor nonpemerintah dan
masyarakat.

2. Rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi
penurunan stunting yang telah disepakati oleh
lintas sektor untuk dimuat dalom RKPD/Renja
OPD tahun berikutnya.

Jadwal Rembuk $tunting

(Februari).

Rembuk $tunting

dilakukan setelah kabupaten/kota
memperoleh hasil Analisis Situasi (Aksi
Integrasi #1) dan memiliki Rancangan
Rencana Kegiatan (Aksi#2) penurunan
stunting terintegrasi kabupaten/kota.
Informasi hasil Musrenbang kecamatan
dan desa juga akan menjadi bagian yang
dibahas dalom Rembuk Stunting
kabupaten/kota.

Penanggung Jawab

Bupati/Waliketa scbagai penanggung
jawab Aksi Integrasi mendelegasikan
kewenangannya kepada $ekretaris
Daerah untuk membentuk Tim Pelaksana

Kegiatan (TPK) Rembuk Stunting.
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Peraturan Bupati/ Walikota tentang

peran de‘“ Penanggung Jawab
Bupati/Walikota selaku penanggung

Aksi #4 jawab pelaksanaan intervensi gizi

Memberikan kepastian hukum bagi desa terintegrasi di kabupaten/kota

memberikan kewenangannya kepada
OPD yang bertanggung jawab terhadap
urusan pemberdayaan masyarahkat
dan desa untuk menyusun atau merevisi

untuk menjalankan peran dan kewenangan
desa dalam intervensi gizi terintegrasi

dl’erclturan iB?c:lliIWalilttolc terkait hewenangan desa Peraturan Bupati/Walikota terkait upaya
apat menjadi dasar untuks .
Menetapkan kewenangan desa dalam mendukung pepcegahqn dan penurunan stunting
intervensi gizi terintegrasi dalam pencegahan dan terintegrasi di tingkat desa.
enurunan stunting,
2. eningkatkan alokasi penggunaan APBDes terutama

penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang dapat
mendukung pencegahan dan penurunan stunting,

3. Menyediakan, memobilisasi, melatih, dan mendanai Jad I
kegiatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) agar dapat adwals
memfasilitasi pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi dalam Peraturan Bupati/Walikota selesai ditetapkan

&encegahan an penurunan stunting di tingkat desa, paling lambat pada bulan Mei tahun

4. eningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan Iayanan
pencegahan dan penurunan stunting termasuk berjalan sehingga hasilnya dapat
%ﬂﬁ'}f&ﬂ%ﬁ}%ﬁgge?'“m” perubahan perilaku dan konseling dimanfaatkan untuk proses perencanaan dan
5.  Memastikan perencanaan dan penganggaran penganggdaran tahunan di desa pada tahun
E?fg{"d/;%g'qgﬂn pencegahan dan penurunan stunting di berjalan dan/atau satu tahun berikutnya.

6. 6. Menmghathan peran serta masyarakat untuk
memanfaatkan layanan penurunan stunting.



Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Aksi #5

Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang
membantu Pemerintah Desa dalom pelaksaaan intervensi gizi
terintegrasi di tingkat desa

Ruang Linghkup

Penanggung Jawab

Bupati/Waliketa sebagai penanggung jawab mendelegasikan
kewenangan ht(efada OPD yang bertanggung jawab terhadap
urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk
merencanakan kegiatan mobilisasi KPM di desa.

Jadwal

Kegiatan pembinaan KPM idealnya dilakukan pada bulan
Mei tahun berjalan setelah kegiatan perencanaan dan
penganggaran (Aksi 1 - Analisis Situasi, Aksi 2 - Penyusunan
Rencana Kegiatan, dan Aksi 3 - Rembuk Stunting).
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’I‘tem M“““'eme“ D“t“ Penanggung jawab untuk mengkoordinir Aksi ini

adalah Bappeda. Sementara OPD terkait akan

Aksi #6 - .
Meningkatkan sistem pengelolaan data stunting bertanggung jowab terhadap ketersediaan data
dan cakupan intervensi di tingkat untuk masing-masing kegiatan program
Kabupaten/Kota
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Jadwal

Kegiatan aksi ini dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran untuk mendukung
keseluruhan proses perencanaan dan
penganggaran, serta pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan intervensi gizi
terintegrasi.

Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Peningkatan Sistem Manajemen Data Stunting
T — meliputi hal-hal berikut:
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Aksi #7

s coenas I Melakukan pengukuran pertumbuhan dan
e A perkembangan anak balita dan publikasi
¢ angka stunting Kabupaten/Kota
\ 1

-
-
|

Mengetahui status gizi anak sesuai umur agar
kabupaten/kota

2. Mengukur prevalensi stunting di tingkat
desa, kecamatan dan kabupaten/ kota
secara berkala yang dilaporkan secara
berjenjang mulai dari posyandu ke Dinas
Kesehatan kabupaten/kota sebagai

. Penangung Jawab
b S : Kegiatan pengukuran tinggi badan anak di bawah
ST EE lima tahun dan publikasi data stunting di
! kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Dinas
in 1 ’ l\: Jadwal Kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan

mengoordinasikan kegiatan tersebut dengan OPD
éqng membidangi pemberdayaan masyarakat dan
esa. 7

Mempertimbangkan pentingnya ketersediaan dan keandalan data
stunting serta status gizi secara umum di tingkat kecamatan dan desa
maka kegiatan ini sekurang-kurangnya dilakukan secara rutin dua kali
dalam setahun bersamaan dengan bulan Vitamin A (Febrqui dq;1
gustus).



Revieu Kinerja Tahunan

Ahsi #8

@ Melakukan reviu Rinerja pelaksanaan
. program dan kegiatan terkait penurunan
' stunting selama satu tahun terakhir

Penanggung Jawab

Penanggung jawab reviu Rinerja ini adalah Sekretaris
Daerah dan Bappeda. Sekretaris Daerah bertanggung
jaowab untuk memimpin dan mensupervisi proses dan hasil

[] (]
reviu. Bappeda bertanggung jawab untuk Cakupan Riveu Kinerja
mengoordinasikan penyiapan materi reviu. Dalam Pelak Aksi | i Kab K
pelaksanaannya, dibentuk Tim Pelaksana Reviu Kinerja elaksanaan Aksi Integrasi Kabupaten/Kota
yang melibatkan seluruh OPD yang bertanggung jawab Realisasi Rencana Kegiatan Penurunan
untuk penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Stunting

s T Pelaksanaan Anggaran Program dan kegiatan

g Rl EL: A LI . '

PERCEPATAN PENCEGAHAN intervensi

ANAK KERDIL (STUNTING) Jadwal

SERIGDE B 2 Reviu Rinerja dilakukan setelah tahun anggaran

: : berakhir. Idealnya dilakukan pada bulan Januari
- I S sampai dengan Februari tahun n+ sehingga

informasi hasil reviu kinerja dapat dimanfaatkan
sebagai masukan untuk proses penyusunan rencana
kegiatan tahun berikutnya.



. Thank
You!!l

@©BappedaBolmongkab_PMM rakor penurunan stunting
16)Juli2019



